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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas
bimbingan dan karuniaNya sehingga “Rencana Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun
Anggaran 2022” dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja
(RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2022, mempunyai arti strategis karena
didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, dengan
mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun,
peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan
rencana kerja yang telah ditetapkan, disamping mengoptimalkan
program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program

dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja  Tahun Anggaran 2022 Badan
Penanggulangan Kabupaten Probolinggo ini disusun berdasarkan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan merupakan dokumen perencanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo
untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini adalah sebagai
dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan dan program/
kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran 2022 serta untuk mereview hasil evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun
berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan
hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab
dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan

realisasinya.
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Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini
masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik yang sifatnya
konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan

datang. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

Probolinggo, Juli 2021

Ir. RACHMAD WALUYO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19630517 199103 1 008
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LAMPIRAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan
yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2022 yang merupakan
penjabaran dari Renstra. Renja memuat program, kegiatan, lokasi,
dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Probolinggo di bidang pengawasan dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Review Rencana
Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2022. Penyusunan
Renja Tahun 2022 juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program,
dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja
perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis
kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait

untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Untuk itu perumusan program, dan kegiatan pada Rencana
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2022 akan menyelaraskan tujuan dan sasaran
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2022. Penyelarasan tersebut diperlukan agar
program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan
program pembangunan di tingkat pemerintah daerah, dan program

perangkat daerah di tingkat kabupaten dapat bersinergi dengan
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program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan

nasional di tingkat pusat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo

Tahun 2022 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan

sebagai berikut:

1.
2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012

tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031
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(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3
Seri D);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

27. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang
Uraian, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Probolinggo;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2021;

29. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2022

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo 2022 yaitu:
untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan
Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2018-2023. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2021 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok
sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 dan evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Tahun 2020 dan Tahun 2021.



Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

Tahun 2022, yaitu :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang
mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat
daerah maupun nasional;

2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian
target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah
pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (stakeholder) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dalam
memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di

bidang pengawasan,;

4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Inspektur Kabupaten
Probolinggo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Probolinggo disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

dengan sistematika sebagai berikut :
BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

Tahun 2022 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
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dipahami dengan baik yang terdiri dari latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Probolinggo tahun lalu (2021), dan perkiraan capaian tahun berjalan
(2022), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditetapkan, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan review

terhadap rancangan awal RKPD.
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kajian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional,
tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Probolinggo, serta program dan kegiatan.
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun

2022.
BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak

lanjut.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi Renja yang dilakukan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun
Anggaran 2020, dilaksanakan wuntuk 1) mengetahui realisasi
program/kegiatan yang tidak memenuhi target  kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan,; 2) mengetahui realisasi
program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi
program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat
diketahui :

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan;

b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah;

c. Kebijjakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan
proses evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi sejauhmana
proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-
permasalahan yang menghambat pelaksanaannya. Hasil evaluasi
tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan
kebijakan-kebijakan perencanaan di tahun-tahun mendatang. Dalam
melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022, diperlukan adanya
evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Tahun 2020 terhadap capaian Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018-2023, serta evaluasi
terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu

Tahun 2021. Evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang
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ditampilkan adalah program kegiatan tahun 2020 seperti yang ada
dalam LKjIP BPBD Tahun 2020 yang mengacu pada RPJMD
Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023. Evaluasi dilaksanakan
dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun berjalan
yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022. Evaluasi terhadap
capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun
2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun
2020 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah 2018-2023 telah dapat diketahui.
Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel

T-C.29 berikut



RENCANA KERJA TAHUN 2022

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan)

Tabel T-C.29

Daerah

Kabupaten Probolinggo

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Target Kinerja

Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan

Capaian Target Kinerja
Urus.an/Bldang Urusan Indikator Kinerja Program Program Hasil Program Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah Dan . (Renstra dan Keluaran "
X (outcomes)/Kegiatan (output) . ) o . Capaian .
Program/Kegiatan Perangkat Kegiatan s/d Target Renja Realisasi Renja ) Target program dan Tingkat
Tingkat X . Program dan .
Daerah) Tahun dengan tahun Perangkat Perangkat Realisasi kegiatan (Renja Kegiatan s/d Capaian
2023 2019 (n-3) Daerah tahun Daerah tahun (%) Perangkat Daerah tahﬁn berjalan Realisasi Target
- - ° - 0,
2020 (n-2) 2020 (n-2) tahun 2021 (n-1) (tahun n-1) Renstra (%)
2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Program Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran yang Efisien, Efektif dan Akuntabel 1.850.000.000 923.186.600 1.750.000.000 1.632.022.600 93,26% 1.785.000.000 4.340.209.200 234,61%
Pelayanan manajemen Persentase pelayanan administrasi
kepegawaian kepegawaian yang diproses 720.000.000 - 700.000.000 232.971.200 33,28% 710.000.000 942.971.200 130,97%
Penyusunan perencanaan dan Persentase dokumen perencanaan dan
pelaporan program pelaporan yang disusun sesuai 65.000.000 - 50.000.000 85.000.000 170,00% 55.000.000 140.000.000 215,38%
ketentuan dan tepat waktu
Penatausahaan dan pelaporan Persentase dokumen penatausahaan
keuangan dan pelaporan yang disusun sesuai 65.000.000 - 50.000.000 34.600.000 69,20% 55.000.000 89.600.000 137,85%
ketentuan dan tepat waktu
Pelayanan administrasi umum Persentase pemenuhan pelayanan
dasar administrasi umum 1.000.000.000 - 950.000.000 1.279.451.400 134,68% 965.000.000 2.244.451.400 224,45%

10
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target
T Kineri Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Renstra Perangkat Daerah s/d
arget 'merja ea |s.aS| . g tahun berjalan
Capaian Target Kinerja
Urus'an/Bldang Urusan Indikator Kinerja Program Program Hasil Program Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah Dan . (Renstra dan Keluaran >
X (outcomes)/Kegiatan (output) . . L . Capaian .
Program/Kegiatan Perangkat Kegiatan s/d Target Renja Realisasi Renja ) Target program dan Tingkat
Tingkat X . Program dan .
Daerah) Tahun | dengan tahun Perangkat Perangkat Realisasi kegiatan (Renja Kegiatan s/d Capaian
2023 2019 (n-3) Daerah tahun Daerah tahun %) Perangkat Daerah tahﬁn berjalan Realisasi Target
R - ° - 9
2020 (n-2) 2020 (n-2) tahun 2021 (n-1) (tahun n-1) Renstra (%)
2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Penyediaan jasa administrasi Honorarium pengelolaan keuangan -
keuangan 47.700.000 #DIV/0! 47.700.000 #DIV/0!
Penyediaan Jasa Tenaga Non Terselenggaranya BPJS untuk tenaga -
PNS Non PNS 192.883.600 #DIV/0! 192.883.600 #DIV/0!
Penyediaan Jasa Sarana dan Terselenggaranya jasa sarana dan -
Prasarana Kantor prasarana kantor 309.715.000 #DIV/0! 309.715.000 #DIV/0!
Penyediaan Jasa Pelayanan Belanja jasa pelayanan administrasi -
Administrasi Perkantoran 372.888.000 #DIV/0! 372.888.000 #DIV/0!
Program Peningkatan Sarana Terpenuhinya kebutuhan sarana dan
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur 538.386.000 - #DIV/0! 538.386.000 #DIV/0!
Pemeliharaan rutin/berkala Belanja pemeliharaan rutin sarana dan
sarana dan prasarana aparatur prasarana aparatur 318.327.000 - #DIV/0! 318.327.000 #DIV/0!
Pengadaan Sarana dan Terseleggaranya pengadaan sarana dan
Prasarana Aparatur prasarana aparatur 220.059.000 - #DIV/0! 220.059.000 #DIV/0!
Program Peningkatan Meningkatnya kapasitas aparatur
Kapasitas Sumber Daya 49.750.000 - #DIV/0! 49.750.000 #DIV/0!
Aparatur
Peningkatan dan Belanja pengembangan kapasitas SDM
Pengembangan Kualitas SDA 49.750.000 - #DIV/0! 49.750.000 #DIV/0!
SKPD
Program Peningkatan Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Pengembangan Sistem aparatur 55.700.000 - #DIV/0! 55.700.000 #DIV/0!
Pelaporan Capaian Keinerja
dan Keuangan
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target
T Kineri Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Renstra Perangkat Daerah s/d
arget 'merja ea |s.aS| . g tahun berjalan
Capaian Target Kinerja
Urus'an/Bldang Urusan Indikator Kinerja Program Program Hasil Program Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah Dan . (Renstra dan Keluaran >
X (outcomes)/Kegiatan (output) . . L . Capaian .
Program/Kegiatan Perangkat Kegiatan s/d Target Renja Realisasi Renja ) Target program dan Tingkat
Tingkat X . Program dan .
Daerah) Tahun | dengan tahun Perangkat Perangkat Realisasi kegiatan (Renja Kegiatan s/d Capaian
2023 2019 (n-3) Daerah tahun Daerah tahun %) Perangkat Daerah tahﬁn berjalan Realisasi Target
R - ° - 9
2020 (n-2) 2020 (n-2) tahun 2021 (n-1) (tahun n-1) Renstra (%)
2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Penyusunan pelaporan Terselenggaranya BPJS untuk tenaga -
keuangan Akhir tahun Non PNS - 33.400.000 - - #DIV/0! 33.400.000 #DIV/0!
Penyusunan Rencana Program Tersusunnya rencana program SKPD -
dan Kegiatan SKPD - 22.300.000 - - #DIV/0! 22.300.000 #DIV/0!
Program Pencegahan dan Persentase peningkatan ketangguhan
Kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman 1.678.741.000 | 1.023.000.000 1.111.000.000 46.244.827 4,16% 1.372.000.000 2.441.244.827 145,42%
bencana
Aktivasi Relawan BPBD Pelaksanaan aktivasi relawan - 100.000.000 - - #DIV/0! - 100.000.000 #DIV/0!
Penunjang Kegiatan Apel Siaga Pelaksanaan Apel Siaga Bencana -
Bencana - 175.000.000 - - #DIV/0! 175.000.000 #DIV/0!
Kesiapsiagaan Penanggulangan | Sosialisasi desa tangguh bencana -
Bencana Berbasis Masyarakat - 145.000.000 - - #DIV/0! 145.000.000 #DIV/0!
Mitigasi dan Penyebaran Sarana publikasi informasi daerah -
Informasi Daerah Rawan rawan bencana - 367.500.000 - - #DIV/0! 367.500.000 #DIV/0!
Bencana
Bimtek Pencegahan Dini Pelaksanaan bimtek mitigasi dan -
(Mitigasi) dan Pengurangan pengurangan resiko bencana - 150.000.000 - - #DIV/0! 150.000.000 #DIV/0!
Resiko Bencana (PRB)
Koordinasi dan Sinkronisasi Rapat koordinasi pencegahan dan -
Kabupaten Probolinggo kesiapsiagaan - 85.500.000 - - #DIV/0! 85.500.000 #DIV/0!
Tangguh Bencana
Kesiapsiagaan dalam Persentase desa yang tercegah bencana
Menghadapi Bencana 750.000.000 - 600.000.000 30.854.000 5,14% 651.000.000 681.854.000 90,91%
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target
T Kineri Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Renstra Perangkat Daerah s/d
arget 'merja ea |s.aS| . g tahun berjalan
Capaian Target Kinerja
Urus'an/Bldang Urusan Indikator Kinerja Program Program Hasil Program Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah Dan . (Renstra dan Keluaran >
X (outcomes)/Kegiatan (output) . . L . Capaian .
Program/Kegiatan Perangkat Kegiatan s/d Target Renja Realisasi Renja ) Target program dan Tingkat
Tingkat X . Program dan .
Daerah) Tahun | dengan tahun Perangkat Perangkat Realisasi kegiatan (Renja Kegiatan s/d Capaian
2023 2019 (n-3) Daerah tahun Daerah tahun %) Perangkat Daerah tahﬁn berjalan Realisasi Target
R - ° - 9
2020 (n-2) 2020 (n-2) tahun 2021 (n-1) (tahun n-1) Renstra (%)
2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pencegahan dan Pengurangan Persentase desa yang mendapat
Risiko Bencana informasi 728.741.000 - 511.000.000 15.390.827 3,01% 571.000.000 586.390.827 80,47%
Inovasi Penurunan Indeks Persentase inovasi penurunan indeks
Risiko Bencana risiko bencana 200.000.000 - - #DIV/0! 150.000.000 150.000.000 75,00%
Program Kedaruratan dan Persentase Respontime dalam
Logistik Penanganan Bencana 1.800.000.000 | 1.275.000.000 1.550.000.000 821.391.700 52,99% 1.650.000.000 3.746.391.700 208,13%
Pengadaan Peralatan dan Peningkatan Pengadaan Peralatan dan -
Perlengkapan Tanggap Darurat | Perlengkapan Tanggap Darurat - 250.000.000 - - #DIV/0! 250.000.000 #DIV/0!
Penanganan Siaga Darurat Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan -
Bencana Tanggap Darurat - 100.000.000 - - #DIV/0! 100.000.000 #DIV/0!
Pemulihan Dini Darurat Perlengkapan darurat bencana -
Bencana - 100.000.000 - - #DIV/0! 100.000.000 #DIV/0!
Penunjang Pusat Pengendali Terlaksananya operasional penunjang
Operasi Penanggulangan pusdalops 1.125.000.000 825.000.000 1.000.000.000 664.927.200 66,49% 1.050.000.000 2.539.927.200 225,77%
Bencana dan Siaga Darurat
Bencana
Management Logistik dan Persentase bencana yang tertangani
Peralatan Penanggulangan 675.000.000 - 550.000.000 156.464.500 28,45% 600.000.000 756.464.500 112,07%
Bencana
Program Rehabilitasi dan Persentase Pemulihan Dini Pasca
Rekontruksi Bencana 901.401.563 375.000.000 623.500.000 181.398.970 29,09% 712.125.000 1.268.523.970 140,73%
Aktivasi Masyarakat Pasca Terlaksananya kerja bhakti di daerah -
Bencana terdampak bencana - 100.000.000 - - #DIV/0! 100.000.000 #DIV/0!

13



RENCANA KERJA TAHUN 2022

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d

Target K.lnerja Realls.aS| . Kegiatan Tahun Lalu (n-2) tahun berjalan
Capaian Target Kinerja
Urus:am/Bldang Urusan Indikator Kinerja Program Program Hasil Program Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah Dan . (Renstra dan Keluaran >
X (outcomes)/Kegiatan (output) . . . . Capaian .
Program/Kegiatan Perangkat Kegiatan s/d Target Renja Realisasi Renja ) Target program dan Tingkat
Tingkat X . Program dan .
Daerah) Tahun | dengan tahun Perangkat Perangkat Realisasi kegiatan (Renja Kegiatan s/d Capaian
2023 2019 (n-3) Daerah tahun Daerah tahun %) Perangkat Daerah tahﬁn berjalan Realisasi Target
R - ° - 9
2020 (n-2) 2020 (n-2) tahun 2021 (n-1) (tahun n-1) Renstra (%)
2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pelatihan Aplikasi Jitu Pasna Pelaksanaan Pelatihan dan Sosialisasi -
Jitu Pasna - 61.000.000 - - #DIV/0! 61.000.000 #DIV/0!
Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi -
Kebencanaan Kebencanaan - 51.355.000 - - #DIV/0! 51.355.000 #DIV/0!
Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Rehabilitasi jaringan air bersih -
di Daerah Rawan Kekeringan - 162.645.000 - - #DIV/0! 162.645.000 #DIV/0!
Rehabilitasi Pasca Bencana Persentase pemulihan aspek pelayanan 401.401.563 - 300.000.000 27.812.000 9,27% 342.125.000 369.937.000 92,16%
publik
Rekonstruksi Pasca Bencana Persentase pemulihan sarpras 500.000.000 - 323.500.000 153.586.970 47,48% 370.000.000 523.586.970 104,72%

Sumber : Rentra BPBD 2018-2023 dan Data Pengawasan Definitif Tahun 2019 - 2020
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Dari Tabel T-C.29 dapat diketahui bahwa capaian kinerja
di Tahun 2020 tidak sama dengan target yang ditetapkan didalam
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018-2023
hal ini disebabkan oleh besarnya alokasi anggaran yang telah
ditetapkan oleh Tim Anggaran Perangkat Daerah pada APBD
Kabupaten Probolinggo Tahun 2020.

Untuk perencanaan ke depan, selain diukur dengan
membandingkan capaian tahun sebelumnya, maka perlu kiranya
untuk mengetahui persentase capaian dengan target renstra di
tahun perencanaan berikutnya, sehingga Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dapat menyusun action plan terbaik guna
terpenuhinya target capaian pada tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo adalah penjabaran perencanaan tahunan
dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo
tahun 2022 ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan
Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah dicapai dan
dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo selama tahun 2020 dan perkiraan target
tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja

Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan
yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi
indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome),
manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator
tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku

dan indikator lainnya.

b. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator
kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan
data kinerja. Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan
pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo pada
tahun anggaran 2020 dilakukan dengan 4 program dan 10

kegiatan, yaitu :
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Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
Program Kedaruratan Dan Logistik

Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

R

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 4

(empat) indikator kerja sasaran yaitu :

1. Persentase peningkatan jumlah desa tangguh bencana
Dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Kesiapasiagaan
dalam  Menghadapi Bencana dan Pencegahan dan
Pengurangan Resiko Bencana.

2. Persentase korban tertangani dikawasan terpapar bencana
Dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Penunjang Pusat
Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS)
dan Siaga Darurat Bencana dan kegiatan Managemen Logistik

dan Peralatan Penanggulangan Bencana

3. Persentase aktivasi pemulihan dini pasca bencana
Dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Rehabilitasi

Pasca Bencana dan Rekonstruksi Pasca Bencana

4. Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah
Dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu Pelayanan
Manajemen Kepegawaian, Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Program, Penatausahaan dan Pelaporan keuangan

dan Pelayanan Administrasi Umum

Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan adalah
terbatasnya alokasi anggaran dan adanya refocusing anggaran untuk
penanganan dan penanggulangan dampak pandemik Covid19 dan

minimnya personil/tenaga ahli di bidang kebencanaan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
BPBD Kabupaten Probolinggo yaitu :
1. Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan;
2. Terlaksananya penanganan kedaruratan dan logistik;
3. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi;
4. Terselenggaranya sistem perencanaan dan pelaporan yang

akuntabel.

Dengan menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap
target kinerja  kegiatan dan  kinerja pelayanan < Badan

Penanggulangan Bencana Daerah maka dapat dirumuskan suatu

16



RENCANA KERJA TAHUN 2022

kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain
dengan melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif dengan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Probolinggo
untuk mengalokasikan anggaran yang tepat dalam upaya

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kab.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum
mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka
setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan
bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator
kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi,
serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang

bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis
pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Probolinggo dengan format Tabel T-C.30 sebagai
berikut:
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Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.30

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
NO Indikator SPM/S'tandar KK | Tahun 2020 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Nasional 2021 (thn | 2022 (thn | 2023 (thn | 2020 (thn | 2021 (thn | 2022 (thn | 2023 (thn
(thn n-2)
n-1) n) n+1) n-2) n-1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Renstra 2018-2023
IKU
Persentase peningkatan Ada 18,71% 19,88% 21.05% 22,22% 25,73%
jumlah desa tannguh
bencana
Persentase korban Ada 100,00% 100,00% | 100,00% 100,00% 100,00%
tertangani di kawasan
terpapar bencana
Persentase Aktivasi Ada 100,00% 100,00% | 100,00% 100,00% 100,00%
pemulihan dini pasca
bencana
Perubahan Renstra 2018-2023

Persentase Peningkatan Ada 15,76% 16,36%
Desa Tangguh Bencana
Tingkat Waktu Tanggap Ada 100,00% 100,00%
(Response Time Rate)
Persentase Aktivasi Ada 100,00% 100,00%
Pemulihan Dini Pasca
Bencana




2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

Berisikan uraian mengenai

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan
hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi
program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat
Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga
di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK,
SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
Perangkat Daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah
dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat

Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dimana terdapat indikator yang
sudah mencapai target namun sisi lain terdapat indikator yang belum
memenuhi target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan
beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun
isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo
adalah perlunya peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana melalui sinergitas Pemerintah Daerah dan
berbagai elemen masyarakat, minimnya personil/tenaga ahli dibidang
kebencanaan, keterbatasan anggaran dan sarana-prasarana
kebencanaan, serta terjadinya pandemi Covid-19 sehingga harus

melakukan refocussing anggaran sebagai upaya percepatan
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penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Probolinggo

merupakan isu yang paling krusial untuk saat ini.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi diantaranya :
1. Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai berikut :

a. Kondisi geografis Kabupaten Probolinggo yang rawan akan
bencana alam (gempa bumi, angin kencang, puting
beliung, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran, dll)

b. Kondisi bangunan rumah penduduk di daerah rawan
bencana banyak yang rusak dan tidak memadai sehingga
sangat membahayakan bila terjadi bencana;

c. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap
pengurangan risiko bencana;

d. Penyelenggaraan penanganan dan  penanggulangan
bencana di Kabupaten Probolinggo belum sepenuhnya
dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007
terutama untuk kewenangan-kewenangan yang
sebelumnya sudah ada di SKPD selain BPBD;

e. Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD bagi kegiatan
penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten
Probolinggo;

f. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah
sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke
pusat maupun daerah lain;

g. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan
kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam,;
dan

h. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam
menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.

i. Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan
bencana

j-  Minimnya jumlah personil bidang kebencanaan

2. Permasalahan Bidang Penanganan pada saat terjadi
bencana
Beberapa permasalahan yang terkait dalam Bidang

Kedaruratan dan Logistik sebagai berikut :

20



a. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai
pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di
Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah
aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;

b. Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi
dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan
terintegrasi;

c. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam
rangka penanggulangan bencana;

d. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan
bencana dan masih berjalan secara sektoral;

e. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan
penanggulangan bencana;

f.  Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam

penyelenggaraan penanggulangan.

Permasalahan Bidang Penanganan Pasca/setelah terjadi

bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang

Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut:

a. Basis data yang tidak  termutakhirkan dan
teradministrasi secara reguler;

b. Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi
bencana yang tidak akurat;

c. Keterbatasan peta wilayah  yang meyebabkan
terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;

d. Koordinasi pinalain kerusakan dan kerugian serta
perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terpusat;

e. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan

rekontruksi yang berasal dari anggaran daerah.

.Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,

terhadap capaian program nasional/ internasional seperti

NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals):

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari
ancaman bencana,;

2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang

sudah ada;
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Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
Menghargai budaya lokal;

Membangun pasrtisipasi dan kemitraan publik serta
swasta;

Mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan
kedermawanan;

Menciptakan perdamaian dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

. Tantangan dan peluang yang dihadapi BPBD dalam

meningkatkan pelayanan:

a. Tantangan

1.

Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan
berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;
Luasnya cakupan wilayah yang dilakukan
penanggulangan bencana dengan potensi bencana yang
beragam;

Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha
dalam upaya pengurangan risiko bencana;

Keterbatasan sarana dan prasarana kebencanaan

. Peluang BPBD dalam meningkatkan pelayanan:

Adanya komitmen Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana,

Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang
kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan
untuk pengurangan risiko bencana,

Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan
dinas/instansi terkait serta lembaga non Pemerintah

dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

1.

Pola pembangunan yang belum  berbasis pada
pengurangan resiko bencana;

Peningkatan kapasitas dan kepedulian masyarakat dalam
kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana di

lingkungannya;
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3. Penyusunan kajian-kajian ilmiah dalam tahap
prabencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca bencana;

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas personil
penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara
cepat, tepat, terencana, dan terkoordinir dalam
penanggulangan bencana;

5. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk

penanggulangan bencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review yang dilakukan terhadap rancangan awal RKPD
adalah melakukan proses perbandingan antara rancangan awal
RKPD tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2021.
Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program,
kegiatan, indikator, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang
disediakan di rancangan awal RKPD.

Dari hasil perbandingan tersebut, telaah terhadap rancangan
awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan sudah sesuai dan
tidak ada perubahan pada 3 program tersebut yang meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota, hasil yang ingin dicapai adalah :
a. Meningkatnya Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

b. Nilai Sakip 81

2. Program Penanggulangan Bencana, hasil yang ingin dicapai
adalah :
a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
e Persentase peningkatan ketangguhan  masyarakat
terhadap ancaman bencana
b. Kegiatan Pelayananan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
e Persentase pengurangan resiko bencana terhadap
kawasan rawan bencana
c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana

e Respontime dalam penaanggulangan bencana
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3. Program  Penunjang Urusan Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial), hasil
yang ingin dicapai adalah :

a. Terlaksananya administrasi kepegawaian

b. Nilai Sakip 81

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan

per kegiatan adalah sebagaimana tabel T-C.31 berikut :
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Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Kabupaten Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Awal RKPD 2021 (sblm jd DPA)

Hasil Analisis Kebutuhan (DPA 2021, sebelum refocusing)

Catatan Penting

No S
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja c’ga;ragi(:n Pa(gll;pl’n(;i 518?t1f Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja C’I:;)ragi(:n Df;:?é;%lgg 0)
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 11 12
URUSAN PEMERINTAHAN 7.975.044.942 5.996.073.217
BIDANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Hasil analisis
kebutuhan
merupakan
Program Penunjang BPBD Nilai SAKIP 81 4.093.962.642 | Program Penunjang BPBD Nilai SAKIP 81 3.626.181.217 | usulan koreksi
Urusan Pemerintahan Kabupaten Urusan Pemerintahan Kabupaten atas rancangan
Daerah Kabupaten Probolinggo Daerah Kabupaten Probolinggo awal RKPD
Tahun 2020 dan
menjadi rencana
program dan
Perencanaaan, BPBD Tersusunnya 4 100.000.000 | Perencanaaan, BPBD Tersusunnya 4 100.000.000 §§g1atan yang
ibahas pada
Penganggaran dan Kabupaten dokumen dokumen Penganggaran dan Kabupaten | dokumen dokumen Forum
Evaluasi Kinerja Perangkat Probolinggo | perencanaan Evaluasi Kinerja Probolinggo | perencanaan Perangkat
Daerah Perangkat Daerah D hd
aerah dan
Musrenbang
Administrasi Keuangan BPBD Tersedianya gaji dan 100,00% 2.632.587.442 | Administrasi Keuangan BPBD Tersedianya gaji dan 12 bulan 2.909.222.217 | RKPD
Perangkat Daerah Kabupaten tunjangan ASN Perangkat Daerah Kabupaten | tunjangan ASN Kabupaten
Probolinggo Probolinggo Probolinggo
Penyediaan Jasa BPBD Terlaksananya 12 bulan 1.361.375.200 | Penyediaan Jasa BPBD Terlaksananya 12 bulan 616.959.000
Penunjang Urusan Kabupaten administrasi Penunjang Urusan Kabupaten | administrasi
Pemerintahan Daerah Probolinggo | perkantoran Pemerintahan Daerah Probolinggo | perkantoran
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Rancangan Awal RKPD 2021 (sblm jd DPA)

Hasil Analisis Kebutuhan (DPA 2021, sebelum refocusing)

Catatan Penting

No o
. . . - Target Pagu Indikatif . . . N Target Kebutuhan
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian (Rp. 000) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian | Dana (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Penanggulangan BPBD Persentase 19,88% 3.621.308.300 | Program BPBD Persentase 19,88% 2.100.000.000
Bencana Kabupaten peningkatan jumlah Penanggulangan Kabupaten | peningkatan jumlah
Probolinggo | desa tangguh bencana Bencana Probolinggo | desa tangguh bencana
Pelayanan Informasi BPBD Persentase 20,00% 535.170.000 | Pelayanan Informasi BPBD Persentase 20,00% 250.000.000
Rawan Bencana Kabupaten peningkatan Rawan Bencana Kabupaten | peningkatan
Kabupaten/Kota Probolinggo | ketangguhan Kabupaten/Kota Probolinggo | ketangguhan
masyarakat terhadap masyarakat terhadap
ancaman bencana ancaman bencana
Pelayanan Pencegahan dan BPBD Persentase 100,00% 1.407.696.800 | Pelayanan Pencegahan BPBD Persentase 100,00% 900.000.000
Kesiapsiagaan Terhadap Kabupaten pengurangan resiko dan Kesiapsiagaan Kabupaten | pengurangan resiko
Bencana Probolinggo | bencana pada Terhadap Bencana Probolinggo | bencana pada
kawasan rawan kawasan rawan
bencana bencana
Pelayanan Penyelamatan BPBD Respontime dalam 100,00% 1.678.441.500 | Pelayanan BPBD Respontime dalam 100,00% 950.000.000
dan Evakuasi Korban Kabupaten penanggulangan Penyelamatan dan Kabupaten | penanggulangan
Bencana Probolinggo | bencana Evakuasi Korban Probolinggo | bencana
Bencana
URUSAN PEMERINTAHAN 259.774000 269.892.000
BIDANG SOSIAL
Program Penunjang BPBD Nilai SAKIP 81 259.774.000 | Program Penunjang BPBD Nilai SAKIP 81 269.892.000
Urusan Pemerintahan Kabupaten Urusan Pemerintahan Kabupaten
Daerah Kabupaten Probolinggo Daerah Kabupaten Probolinggo
Administrasi Kepegawaian BPBD Terlaksananya 100,00% 259.774.000 | Administrasi BPBD Terlaksananya 12 bulan 269.892.000
Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepegawaian Perangkat Kabupaten | Administrasi
Probolinggo Kepegawaian Daerah Probolinggo | Kepegawaian

Sumber: Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari
masyarakat atau pemangku kepentingan diperoleh melalui SIPD
ditingkat desa dan kecamatan yang kemudian disetujui dan akan
ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo yang dituangkan dalam
Rencana Kerja Tahun 2022. Dalam proses ini Badan Penanggulangan
Bencana Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena
proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam
desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan terhadap seluruh Perangkat daerah yang
lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada
pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya
Musrenbang RKPD Kabupaten. Usulan dari masyarakat berupa
rambu-rambu bencana dan pembentukan destana telah sesuai
dengan program dan kegiatan yang telah disusun, sedangkan usulan
dari masyarakat berupa tanggul penahan tanah merupakan pokok-
pokok pikiran DPRD yang diakomodir melalui BPBD. Berikut usulan
program dan kegiatan masyarakat disajikan dalam Tabel T-C.32

sebagai berikut :
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Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022
Kabupaten Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Besaran/

No | Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Program
Penanggulangan
Bencana
1. | Pelayanan Ds. Bulujaran | Persentase Capaian 1 paket Rambu-rambu
Informasi Rawan Kidul Kec. Desa/Kelurahan Yang bencana
Bencana Tegalsiwalan | Mendapat Informasi
Kabupaten/Kota Rawan Bencana
2. | Pelayanan Ds. Kropak Persentase Capaian 2 desa Pembentukan
Pencegahan dan dan Ds. Desa/Kelurahan Yang Destana
Kesiapsiagaan Karanganyar | Mendapatkan Pelayanan
Terhadap Kec. Bantaran | Pencegahan dan
Bencana Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana
3. | Pelayanan Ds. Tagalwatu | Persentase Capaian 3 paket | Tanggul
Pencegahan dan Kec. Tiris, Ds. | Korban Bencana Yang Penahan
Kesiapsiagaan Alassumur Mendapatkan Pelayanan, Tanah (TPT)
Terhadap Kulon Kec. Penyelamatan dan
Bencana Kraksaan, Ds. | Evakuasi
Sambirampak
Kidul Kec.
Kotaanyar
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Probolinggo merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara
langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi
kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan
melalui SPM, SDG’s, dan kegiatan yang bersumber dari APBN
lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh BPBD Kabupaten
Probolinggo lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui
penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten
Probolinggo.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan;

2. Meningkatkan pengelolaan nilai dan nilai tambah sumber daya
alam yang berkelanjutan;

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan
dan pemerataan;

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan
perubahan iklim, melalui peningkatan pemantauan kualitas
lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan,
mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan
pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat
kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan
rakyat yang berkeadilan;

7. Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.
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Agenda Pembangunan Nasional (NAWA CITA):

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;

2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, -efektif,
demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat
dan terpercaya,;

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional,

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan
sektorsektor strategis ekonomi domestik;

Melakukan revolusi karakter bangsa;
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Agenda Pembangunan 7: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi
Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi
Domestik, dengan fokus:
1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Kedaulatan Energi;
3. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana;
Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
Penguatan Sektor Keuangan;

Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Sasaran : Menurunnya indeks risiko bencana dan pusat-pusat
pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Arah Kebijakan dan Strategi :

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka
pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah, melalui:
a) Pengarusutamaan pengurang risiko bencana dalam
perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
b) Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana
melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000

pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang
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difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap
bencana;

c) Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB
dan RAD PRB, yang menjadi referensi untuk penyusunan
RPJMD; d) Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam
penyusunan dan review RTRWP/K/K;

e) Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan
bencana di Pusat dan daerah;

f) Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota yang
berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi

tanggap darurat dalam menghadapi bencana.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:

a) Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar
bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat
tentang kebencanaan;

b) Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko
bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak,
radio, dan televisi;

c) Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan
kepada masyarakat;

d) Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan,
OMS dan dunia usaha dalam  penyelenggaraan
penanggulangan bencana;

e) Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah
pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi
dan rekonstruksi wilayah pascabencana alam;

f) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan
bencana alam;

g) Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam
membangun dan mitigasi bencana.

3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui:

a) Penguatan  kapasitas kelembagaan dan = aparatur
penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;

b) Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan penanggulangan bencana;

c) Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko
tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini

dengan baik;
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d) Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan
untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;

e) Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi
bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan
rawan bencana;

f)) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter,
jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana,
yang difokuskan ada kawasan rawan bencana dan risiko
tinggi bencana;

g) Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana
vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan
pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan
dan ketertiban pada saat situasi darurat dan pascabencana;

h) Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko
bencana untuk mendukung gerakan desa hebat;

i) Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian
logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat
logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang

dapat menjangkau wilayah pascabencana yang terpencil.

Program-Program yang akan dilaksanakan oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (Pusat) adalah :
1. Program Prabencana
a. Tidak Terjadi Bencana
¢ Fasilitasi penyusunan rencana penanggulanganbencana;
e Program pengurangan risiko bencana
e Program pencegahan bencana
e Pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan
penanggulangan bencana
¢ Penyusunan analisis risiko bencana;
e Fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
e Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PB ;
e Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana
b. Potensi Bencana
* Kegiatan kesiapsiagaan
* Pembangunan sistem peringatan dini;

» Kegiatan mitigasi bencana

2. Program Pasca Bencana

a. Rehabilitasi
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* Perbaikan lingkungan daerah bencana;

* Perbaikan prasarana dan sarana umum;

* Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat

* Pemulihan sosial psikologis

* Pelayanan kesehatan;

* Rekonsiliasi dan resolusi konflik

* Pemulihan sosial ekonomi budaya

* Pemulihan keamanan dan ketertiban;

* Pemulihan fungsi pemerintahan;

* Pemulihan fungsi pelayanan publik

c. Rekonstruksi

* Pembangunan kembali prasarana dan sarana,;

* Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat

* Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

* Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan
peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

* Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;

* Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

* Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau

* Peningkatan pelayanan umum dalam masyarakat.

3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Draft Awal Rencangan Teknokratik RPJMN tahun
2020-2024 yang disusun oleh BAPENAS, didapatkan bahwa
pengarusutamaan penanggulangan  bencana  di Indonesia
dititikberatkan pada kerentanan Bencana dan Perubahan iklim,
sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa target/sasaran yang ingin
dicapai melalui program yang akan dilaksanakan oleh BNPB pada
RPJMN ke IV mulai tahun 2020 adalah upaya menurunkan tingkat
kerentanan bencana di Indonesia serta masih melaksanakan upaya
untuk menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat
pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang salah satunya
mengatur tentang pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib
yaitu urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
masyarakat yang terdiri atas :

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;

33



c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan kebencanaan tersebut diatas wajib
diselenggarakan oleh pemerintah bagi masyarakat yang berada di
kawasan rawan bencana, yang sudah ditentukan mengenai
target/sasaran serta indikatornya.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah diikuti
dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka semakin jelas
bahwa pemerintah kabupaten wajib untuk memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat yang terkena dampak di kawasan rawan bencana
dan yang menjadi korban bencana. Demikian pula dengan BPBD
Kabupaten Probolinggo telah merumuskan program kegiatannya
pada Rencana Kerja Tahun 2022 agar bisa memenuhi layanan
standart minimal yang wajib diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target Renstra sampai
dengan tahun 2020, serta permasalahan-permasalahan yang sedang
dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten Probolinggo utamanya
dalam wurusan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten
Probolinggo masih menitikberatkan pada upaya pengurangan risiko
bencana melalui program/kegiatan pra bencana, yaitu upaya
mitigasi, peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi
kebencanaan, pelatihan serta penyebarluasan informasi kebencanan,
kemudian upaya pada saat terjadi bencana adalah penanganan atau
kaji cepat darurat bencana serta aktivasi pemulihan dini pasca
bencana melalui kegiatan rehabilitasi/rekonstruksi yang semuanya

ini termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Tujuan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 sebagaimana tertcantum dalam
Renstra 2018-2023 adalah “Meningkatnya Daya Tanggap

Bencana” dengan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan

2. Terlaksananya penanganan kedaruratan dan logistik

3. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi

4. Terselenggaranya sistem perencanaan dan pelaporan yang

akuntabel
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3.3 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo masuk dalam klasifikasi organisasi pada
kelompok Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar dengan kodefikasi organisasi Bidang Urusan
Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat. Didalam melaksanakan tugas dan
fungsinya BPBD Kabupaten Probolinggo telah menyusun dan
menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang utamanya
adalah dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan
mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
Penentuan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2022 disusun berdasarkan indikator program dan kegiatan
yang ada pada Renstra BPBD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-
2023 dengan menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-3708 Tahun 2020. Adapun output dan sasaran rencana
pelaksanaan kegiatan tahun 2022 berdasarkan atas evaluasi capaian
Renstra OPD secara internal serta hasil desk bersama Bappeda
Kabupaten Probolinggo dalam Forum Perangkat Daerah yang telah
dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021.

Searah dengan kebijakan nasional serta kebijakan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui
BPBD Kabupaten Probolinggo melaksanakan program/kegiatan/sub
kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan ketangguhan
masyarakat terhadap ancaman bencana, pengurangan resiko
bencana terhadap kawasan rawan bencana, respontime dalam
penanggulangan bencana dan meningkatkan tata kelola organisasi
perangkat daerah. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan
yang bermuatan pra bencana, penanganan kedaruratan, serta
penanganan pasca bencana yang kesemuanya juga merupakan
upaya dalam rangka mencapai target indikator Standar Pelayanan
Minimal (SPM) sub-urusan bencana yang didalamnya sudah memuat
3 jenis layanan dasar yaitu :

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
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Untuk melaksanakan semua amanat pembangunan nasional
yang dilaksanakan di daerah, Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Probolinggo mengelola 2 program sebagai berikut :

I.  Program Penanggulangan Bencana yang terdiri atas 4 kegiatan
yaitu :
1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap
Bencana
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana

4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/

Kota yang terdiri atas 5 kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021
yang merupakan pelaksanaan dan implementasi Rencana Kerja
Tahun 2021 terdapat ketidaksesuaian terhadap nomenklatur Urusan,
Sub  Urusan, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan
Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo yang tidak sesuai
dengan lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga
diperlukan penyesuaian pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2021 dan menjadi koreksi pada penyusunan Rencana
Kerja Tahun 2022. Berikut ketidaksesuaian tersebut disajikan dalam

tabel 4.2 :
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Tabel 3.3

Ketidaksesuaian terhadap Nomenklatur Urusan, Sub Urusan,

Kegiatan dan Sub Kegiatan

TAHUN 2021 TAHUN 2022
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL BIDANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

Perangkat Daerah

Urusan Pemerintahan Daerah

1.06.01.2.05.11

Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan

1.05.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2022 dapat

dilihat pada Tabel T-C.33 sebagai berikut:
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Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2023

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Sumber
Dana

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

5

6

7

9

10

URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

05

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

8.478.380.293

7.877.640.293

05

01

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten

Persentase Pelayanan
Kesekretariatan Terlaksana

BPBD
Kabupaten
Probolinggo

100%

4.994.600.293

DAU

100%

4.179.600.293

05

01 ]2

01

Perencanaaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Persentase Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Tersusun

100%

60.000.000

DAU

100%

70.000.000
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Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana

Urusan/Bidang Urusan Tahun 2023
Kode Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kebutuhan Sumb Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu len:r Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05|01 | 2] 01|01 | Penyusunan Dokumen Jumlah Penyusunan Dokumen 6 60.000.000 6 70.000.000
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Daerah dokumen dokumen
Daerah

05 | 01 |2 |02 Administrasi Keuangan Persentase Dokumen Administrasi 100% 2.909.672.217 DAU 100% 2.909.672.217
Perangkat Daerah Keuangan Tersusun

05|01 | 2| 02| 01 | Penyediaan Gaji dan Jumlah Penyediaan Gaji dan 12 bulan 2.875.202.217 12 bulan 2.875.202.217
Tunjangan ASN Tunjangan ASN

05|01 | 2| 02| 04 | Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan 12 bulan 34.470.000 12 bulan 34.470.000
Pelaksanaan Akuntansi Akuntansi SKPD
SKPD

05 |01 |2 |06 Administrasi Umum Persentase Administrasi Umum 100% 294.393.500 DAU 100% 294.393.500
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Terlaksana

05|01 | 2| 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan | Jumlah Penyediaan Peralatan dan 12 bulan 70.000.000 12 bulan 70.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor

05|01 | 2| 06 | 05 | Penyediaan Barang Jumlah Penyediaan Barang Cetakan 12 bulan 4.571.500 12 bulan 4.571.500
Cetakan dan dan Penggandaan
Penggandaan

05 | 01 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Penyelenggaraan Rapat 384 kali 219.822.000 384 kali 219.822.000
Koordinasi dan Konsultasi | Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD

05 |01 |2 |08 Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa 100% 546.174.576 DAU 100% 546.174.576
Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Daerah
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Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana
. Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan
Kode Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kebutuhan Sumb Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu len:r Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05|01 | 2| 08|01 | Penyediaan Jasa Surat Jumlah Penyediaan Jasa Surat 720 surat 13.100.000 720 surat 13.100.000
Menyurat Menyurat
05|01 | 2| 08| 02 | Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa 12 bulan 252.230.000 12 bulan 252.230.000
Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Daya Air dan Listrik Listrik
05|01 | 2| 08 | 04 | Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan 12 bulan 280.844.576 12 bulan 280.844.576
Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor
05 |01 |2 |09 Pemeliharaan Barang Persentase Barang Milik Daerah 100% 1.184.360.000 DAU 100% 359.360.000
Milik Daerah Penunjang | Penunjang Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara
Daerah
05|01 |2 ]| 09|01 | Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa 29 unit 270.500.000 29 unit 270.320.000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Kendaraan Perorangan
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dinas atau Kendaraan Jabatan
Dinas Jabatan
05 (01| 2|09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan 24 unit 38.860.000 24 unit 39.040.000
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya
05|01 |2 ]| 09|09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi 1 paket 875.000.000 1 paket 50.000.000
Gedung Kantor dan Gedung Kantor dan Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya
05 | 03 Program Persentase Capaian SPM Sub BPBD 100% 3.483.780.000 DAU 100% 3.698.040.000
Penanggulangan Urusan Kebencanaan Kabupaten
Bencana Probolinggo
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Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana
. Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan
Kode Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kebutuhan Sumb Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu len:r Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10
05|03 |2 |01 Pelayanan Informasi Persentase Capaian 100% 185.740.000 DAU 100% 400.000.000
Rawan Bencana Desa/Kelurahan Yang Mendapat
Kabupaten/Kota Informasi Rawan Bencana
05|03 | 2| 01|01 | Penyusunan Kajian Risiko | Jumlah Dokumen Kajian yang 1 85.740.000 1 200.000.000
Bencana Kabupaten/Kota | Disusun dokumen dokumen
05| 03 | 2| 01 | 02 | Sosialisasi, Komunikasi, Jumlah Desa yang mendapatkan 10 lokasi 100.000.000 10 lokasi 200.000.000
Informasi dan Edukasi Sosialisasi, Komunikasi, Informasi
(KIE) Rawan Bencana dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Jenis Bencana)
05 |03 |2 |02 Pelayanan Pencegahan Persentase Capaian 100% 1.569.240.000 DAU 100% 1.569.240.000
dan Kesiapsiagaan Desa/Kelurahan Yang
Terhadap Bencana Mendapatkan Pelayanan
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
05 | 03 | 2 | 02 | 02 | Pelatihan Pencegahan dan | Jumlah Warga yang Memperoleh 30 orang 100.000.000 30 orang 100.000.000
Mitigasi Bencana Layanan Pencegahan dan
Kabupaten/Kota Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
05| 03 | 2 | 02 | 03 | Pengendalian Operasi dan | Jumlah pengadaan dan 6 unit 600.000.000 8 unit 600.000.000
Penyediaan Sarana pemeliharaan sarana prasarana
Prasarana Kesiapsiagaan kesiapsiagaan terhadap bencana
Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota
05 | 03 | 2 | 02 | 05 | Pengelolaan Risiko Jumlah kegiatan pengurangan risiko 2 kali 177.440.000 2 kali 177.440.000
Bencana Kabupaten/Kota | bencana
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Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana
. Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan
Kode Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kebutuhan Sumb Target Kebutuhan
Program /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu len:r Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05 | 03 |2 | 02| 06 | Penguatan Kapasitas Jumlah Kawasan Desa Tangguh 10 desa 200.000.000 10 desa 200.000.000
Kawasan untuk Bencana (Destana) Yang Terbentuk
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
05 | 03 |2 | 02| 07 | Penanganan Pasca Jumlah Pemenuhan Kebutuhan 2 kegiatan 425.000.000 3 kegiatan 425.000.000
Bencana Kabupaten/Kota | Dasar Korban Pasca Bencana 4 paket 4 paket
05|03 | 2| 02| 08 | Pengembangan Kapasitas | Jumlah TRC yang Ditingkatkan 30 orang 66.800.000 30 orang 66.800.000
Tim Reaksi Cepat (TRC) Kapasitasnya
Bencana Kabupaten/Kota
05|03 |2 |03 Pelayanan Penyelamatan | Persentase Capaian Korban BPBD 100% 1.378.800.000 DAU 100% 1.378.800.000
dan Evakuasi Korban Bencana Yang Mendapatkan Kabupaten
Bencana Pelayanan, Penyelamatan dan Probolinggo
Evakuasi
05| 03 | 2| 03 | 02 | Respon Cepat Darurat Jumlah Pusdalops dan TRC 36 orang 678.800.000 36 orang 678.800.000
Bencana Kabupaten/Kota | Penanggulangan Bencana yang Aktif
05| 03 | 2 | 03 | 03 | Pencarian, Pertolongan Jumlah operasional pencarian, 30 kali 200.000.000 30 kali 200.000.000
dan Evakuasi Korban pertolongan dan evakuasi korban
Bencana Kabupaten/Kota | bencana yang dilaksanakan
05| 03 | 2 | 03 | 04 | Penyediaan Logistik Jumlah Logistik yang Tersedia 5 jenis 500.000.000 5 jenis 500.000.000
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
05 |03 |2 |04 Penataan Sistem Dasar Persentase Capaian Warga Yang 100% 350.000.000 DAU 100% 350.000.000
Penanggulangan Mendapatkan Layanan Pasca
Bencana Bencana
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Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana

. Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan
Kode Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kebutuhan Sumb Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu len:r Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05| 03 | 2 | 04 | 03 | Kerjasama Antar Lembaga | Jumlah kerjasama yang 13 kali 50.000.000 13 kali 50.000.000
dan Kemitraan dalam dilaksanakan
Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota
05|03 | 2| 04 | 05 | Pembinaan dan Jumlah pembinaan dan pengawasan 30 kali 300.000.000 30 kali 300.000.000
Pengawasan pasca bencana
Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana dan Badan

program

kegiatan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dilakukan

berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian

tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi

Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam RPJMD. Program

kerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Probolinggo sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada

pencapaian RPJMD Kabupaten Probolinggo yang harus diselaraskan

dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi,

dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah:

Tabel 4.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022

. Pagu Indikatif Catatan
Kode Program/Kegiatan APED Penting
1 2 3 4
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 8.478.380.293
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01 Program Penunjang Urusan 4.994.600.293
Pemerintahan Daerah Kabupaten
1.05.01.2.01 Perencanaaan, Penganggaran dan 60.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.05.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan 60.000.000

Perangkat Daerah

1.05.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

2.909.672.217

1.05.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.875.202.217

1.05.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 34.470.000
SKPD

1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 294.333.500

1.05.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 70.000.000
Kantor

1.05.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan 4.571.500
Penggandaan

1.05.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 219.762.000
Konsultasi SKPD

1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 546.174.576
Pemerintahan Daerah

1.05.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.100.000

1.05.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 252.230.000

Daya Air dan Listrik
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. Pagu Indikatif Catatan
Kode Program/Kegiatan APBD Penting
1 2 3 4
1.05.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 280.844.576

Kantor

1.05.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

1.184.360.000

1.05.01.2.09.01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

270.500.000

1.05.01.2.09.06

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

38.860.000

1.05.01.2.09.09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

875.000.000

1.05.03 Program Penanggulangan Bencana 3.483.780.000

1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana 185.740.000
Kabupaten/Kota

1.05.03.2.01.01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana 85.740.000
Kabupaten/Kota

1.05.03.2.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan 100.000.000

Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan 1.569.240.000
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1.05.03.2.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi 100.000.000
Bencana Kabupaten/Kota

1.05.03.2.02.03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan 600.000.000
Sarana Prasarana Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

1.05.03.2.02.05 | Pengelolaan Risiko Bencana 177.440.000
Kabupaten/Kota

1.05.03.2.02.06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk 200.000.000
Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1.05.03.2.02.07 | Penanganan Pasca Bencana 425.000.000
Kabupaten/Kota

1.05.03.2.02.08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi 66.800.000

Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan 1.378.800.000
Evakuasi Korban Bencana

1.05.03.2.03.02 | Respon Cepat Darurat Bencana 678.800.000
Kabupaten/Kota

1.05.03.2.03.03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi 200.000.000
Korban Bencana Kabupaten/Kota

1.05.03.2.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan 500.000.000
Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota

1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar 350.000.000
Penanggulangan Bencana

1.05.03.2.04.03 | Kerjasama Antar Lembaga dan 50.000.000
Kemitraan dalam Penanggulangan
Bencana Kabupaten/Kota

1.05.03.2.04.05 | Pembinaan dan Pengawasan 300.000.000

Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo ini disusun memperhatikan penyusunan
RKPD Tahun 2022, Rencana Kerja (Renja) juga memperhatikan
program dan prioritas sehingga Perangkat Daerah (PD) akan tepat
sasaran dalam menjalankan Rencana Kerja (Renja) satu tahun

kedepan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, dibutuhkan
peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan
dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana
Kerja (Renja) yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan
diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam
laporan pelaksanaan kinerja tahunan Perangkat Daerah (PD), dan
tidak lepas dari kemampuan aparatur pelaksana program serta
sarana dan prasarana yang tersedia dan partisipasi semua pihak

yang terkait.

Probolinggo, Juli 2021

. RACHMAD WALUYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630517 199103 1 008
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